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TENTANG
1JIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PAUD AL-MUHAJRIN DESA TAMILOUW
KECAMATAN AMAHAI
KABUPATEN MALUKU TENGAH

KI'PALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN ( AN RAGA
KABUPATEN MALUKLI TENGAH

Menimbang Bahwa PAUD AL-MUHAJRIN Desa Tamilouw Kecamatan Amahai

Kabupaten Maluku Tengah adilah mitrs pemerintah yang mempunyat

tujuan mulia untuk memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam

mendidik dan mengasuh generast penerus Bangsa dengan mendirikan
lembaga pendidikan formal:

b, Bahwa PAUD AL-MUHAJIRIN Desa Tamilouw Kecamatan Amahai
Kabupaten Maluku Tengah telah memenuhi syaral minimal  untuk
mendirikan Lembaga Pendidikan Jalur Sekolah:

o Balwa berdasarkan pertimbangan hurul a dan b distas perlu ditetapkan
dengan keputusan Kepala Dinis Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Kabupaten Maluku Tengah.

Mengingal 1. Undang-Undang Nomor 20 Tuhum 2003 tentany Sistem Pendidikan
g Nasional;
lflldnng-lhul.’m_u Nomor 32 tahun 2004 tentany Pemerintahan  Daerah,
sebapaimana telah diubah dengan Undang-Undagg Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah:
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 temtang Perimbangan Kenangan
antara Pemerintah Pusat dan Dacralt.
4. Undang-tndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perutiran
Perundang-undangan:
5 Pperaturan Pemerintal Nomor 10 tghun 2003 tenting Standar Nasionss
pendidikan:
6. Peraran Pemerintih Nomor, 58 Tahun 2005 tenting Pengelotain
Keuangan Dacrah: 3
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  Nomor
052/U/2001 1entang Pedoman Penyusunan  Standal pelayanan Minimutl
a penyelengiium Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Mmu"iﬂh_ _
8 Keputusan “lenteri Pendidikan  Nasional Republik lidomestn NOoT
060/L/200  (entang Pendinian Sekolah:
MEMUTUSKAN




